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Abstract. This legal writing aims to examine the obstacles to law enforcement against dentists who practice 

without a license in Batang Regency, Central Java. This research uses empirical legal research methods or non 

doctrinal research. Based on the results of the study, it is known that the obstacles found are the absence of 

regional regulations governing the licensing of dental practices. 
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Abstrak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji terkait hambatan penegakan hukum terhadap tukang gigi 

yang melakukan praktik tanpa izin di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum empiris atau non doctrinal research. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan 

yang ditemukan yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur terkait perizinan praktik tukang gigi. 
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LATAR BELAKANG 

Pelayanan kesehatan tradisional pada saat ini masih diminati oleh masyarakat lokal 

sebagai altenatif pada bidang kesehatan sehingga keberadaannya sulit dihilangkan. Tukang gigi 

dianggap sebagai alternatif dari dokter gigi umum yang memberikan pelayanan tradisional. 

Pengetahuan dan kemampuan tukang gigi umumnya didapatkan turun temurun dari satu orang 

ke orang lainnya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa dokter gigi tidak mendukung untuk 

kalangan menengah kebawah dalam hal biaya sehingga tukang gigi menjadi alternatif yang 

dipilih masyarakat, padahal kebanyakan praktik tukang gigi tidak memiliki izin praktik. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, 

dan Perizinan Tukang Gigi dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa tukang gigi adalah 

setiap orang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang 

(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan 

Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 2014). Praktik tukang gigi mulanya hanya melayani jasa 

pemasangan gigi palsu, namun seiring berjalannya waktu praktik tukang gigi mulai melakukan 
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praktik yang menyimpang seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi 

dan penyambungan gigi yang menjadi kewenangan dari dokter gigi atau dokter gigi spesialis.  

Menurut Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Hamdani Prayogo memperkirakan 

saat ini terdapat kurang lebih 10.000 – 15.000 tukang gigi di Indonesia. Namun, yang memiliki 

legalitas berjumlah kurang lebih 4.000 – 5.000 tukang gigi yang legalitasnya tercatat sebagai 

anggota STGI. Praktik tukang gigi di Kabupaten Batang masih banyak ditemukan adanya 

praktik tukang gigi yang belum diketahui legalitasnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang 

tentunya memiliki peranan penting dalam penerapan amanat Peraturan Menteri Kesehatan 

Tentang Pembinaan Bagi Tukang Gigi. Adanya praktik tanpa izin tersebut memunculkan 

keresahan serta dapat merugikan masyarakat sehingga kajian-kajian lebih dalam terkait hal 

tersebut sangat diperlukan guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. 

KAJIAN TEORITIS 

A. Definisi Penegakan Hukum 

Hukum memiliki peran penting bagi manusia agar terlindungi kepentingannya 

hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran 

hukum, maka hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum memiliki 

unsur-unsur yang meliputi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial. 

Dalam penegakan hukum terdapat suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan 

unsur tersebut menjadi kenyataan. Melalui organisasi atau badan serta proses yang 

terjadi di dalamnya, masyarakat merasakan adanya perwujudan tujan hukum. 

Keadilan yang merupakan inti dari hukum, dahulu dianggap sebagai sebuah hal 

yang abstrak namun, kini keadilan telah diwujudkan dengan memberikan hak kepada 

setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Kepastian hukum saat ini terwujud 

dengan adanya keputusan hakim guna menghindari adanya tindakan main hakim di 

masyarakat. 

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor penghambat dalam 

penegakan hukum,diantaranya: 

a. Faktor Perundang-undangan, peraturan yang ada tidak cukup memadai untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, yang mengakibatkan 

sukarnya proses penegakan hukum;  
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b. Faktor Penegak Hukum, sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum 

sering kali para penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan beberapa masalah;  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas, yang menjadi pendukung dalam proses penegakan 

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menghambat proses 

penegakan hukum; 

C. Tinjauan tentang Definisi Tukang Gigi 

Profesi Tukang Gigi telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, 

saat itu tukang gigi atau tandmeester dikenal juga sebagai dukun gigi. Dalam 

PERMENKES Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, 

telah mengakui keberadaan tukang gigi dengan menyebutkan : “Tukang gigi adalah 

mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan 

gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi 

serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. 

Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi: a. membuat sebagian/seluruh 

gigi tiruan dari aklirik; dan b. memasang gigi tiruan lepasan.” 

Pengaturan lebih lanjut mengenai standar pekerjaan Tukang Gigi juga 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan Pekerjaan Tukang 

Gigi yang menyebutkan : 

1. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi :  

a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari 

bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; 

b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari 

bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. 

D. Tinjauan tentang Definisi Tanpa Izin 

Pengertian izin secara umum merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang 

didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap suatu keadaan 

tertentu yang menyimpang dari beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada 

melarang dsb); persetujuan membolehkan. Berdasarkan The Contemporary English 

Indonesian Dictionary, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan 

dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal artinya “forbidden by 

law; unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. zin ialah salah satu 
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instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. 

Tujuan perizinan dari sudut pandang pemerintah untuk melaksanakan 

peraturan, serta melihat ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur 

ketertiban. Sedangkan, dari sudut pandang masyarakat, perizinan memiliki tujuan 

untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepastian hak, serta mendapatkan 

fasilitas setelah usaha yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-

tindakan pada suatu sistem perizinan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non doctrinal 

research. Kajian empiris tidak membahas mengenai pasal dalam perundangundangan, 

melainkan bagaimana kejahatan tersebut dalam kenyataannya. Sifat penelitian bersifat 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang penegakan hukum secara preventif dan represif. Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengamatan, wawancara, atau penalaahan 

dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian 

yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Praktik 

Izin Di Kabupaten Batang 

Kepemilikan izin dalam menjalankan praktik tukang gigi merupakan sebuah syarat 

administrasi yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja tukang gigi. Melihat perizinan dari sudut 

pandang pemerintah, merupakan sebuah tolak ukur 46 atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya 

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut. Sedangkan, dalam sudut pandang 

masyarakat perizinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin 

kepastian hak, serta mendapatkan fasilitas setelah usaha yang didirikan mempunyai izin dengan 

mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan. 

Adapun masalah dari proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor penghambat dalam 

penegakan hukum diantaranya: a) Faktor Perundang-undangan; dalam penelitian ini terfokus 

pada peraturan perundang-undangan. b) Faktor Penegak Hukum; meliputi pihak-pihak yang 
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membentuk dan menerapkan hukum. c) Faktor Sarana atau Fasilitas; meliputi pihak-pihak yang 

mendukung penegakan hukum. d) Faktor Masyarakat; meliputi masyarakat yang tinggal di 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e) Faktor Kebudayaan; sebagai 

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Berikut penjelasan terkait 5 (lima) faktor penghambat dalam penegakan hukum 

terhadap tukang gigi yang tidak memiliki praktik izin di Kabupaten Batang: 

a. Faktor Perundang-undangan, diartikan dalam arti material yang dimaknai sebagai 

peraturan tertulis serta berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah 

yang sah. Undang-undang dalam arti material. Faktor perundang-undangan menjadi 

salah satu gangguan pada proses penegakan hukum, mungkin disebabkan karena, tidak 

diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan 

yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang; ketidakjelasan arti kata-

kata didalam undang-undang yang berakibat pada simpang siurnya penafsiran dan 

penerapannya. Faktor Perundang-undangan yang terjadi di Kabupaten Batang, menurut 

pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batang karena belum terlaksananya PERMENKES 

No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang 

Gigi, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan daerah yang 

mengatur terkait hal tersebut. 

b. Faktor Penegak Hukum, Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) serta peranan 

(role). Maksud dari kedudukan (status) yakni posisi tertentu dalam struktur 

kemasyarakatan yang mungkin tinggi – sedang – rendah. Dalam kedudukan (status) 

terdapat hak untuk melakukan sesuatu dan kewajiban terkait tugas tertentu. Melihat 

kondisi di Kabupaten Batang telah memiliki faktor penegak hukum yang memadai. 

Akan tetapi, hal tersebut belum dimaksimalkan kinerjanya. Dalam penegakan hukum, 

dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peranan. Namun, hal 

tersebt tidak berjalan seimbang karena para penegak hukum yang mempunyai 

kedudukan tidak menjalankan peranan yang semestinya seperti pembuatan peraturan 

daerah kabupaten yang mengatur terkait perizinan tukang gigi seperti yang 

diamanatkan dalam PERMENKES No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas, merupakan sebuah faktor pendukung dalam penegakan 

hukum. Apabila kedua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum 

akan terhambat. Sarana atau fasilitas disini mencakup tenaga manusia yang terampil 
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dan berpendidikan, organisasi yang baik serta perlatan yang memadai, keuangan yang 

cukup, dan sebagainya. Oleh karenanya, sarana atau fasilitas menjadi peranan yang 

sangat penting dalam penegakan hukum. tanpa adanya unsur tersebut penegak hukum 

tidak dapat menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 

dilakukan. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat 50 diketahui bahwa sarana atau 

fasilitas di Kabupaten Batang ter-khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang telah 

memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan tetapi hal tersebut 

terhambat karena tidak terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 

Batang yang mengatur perizinan tukang gigi. 

d. Faktor Masyarakat, penegakan hukum bermula di masyarakat dan bermaksud untuk 

mencapai kedamaian di masyarakat. Masyarakat menjadi bagian penting dalam 

penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum merupakan suatu hal 

yang mempunyai hubungan timbal balik, tidak dapat berdiri sendiri. Dalam mencapai 

tujuan kedamaian di masyarakat, maka harus timbul rasa kepatuhan serta kesadaran 

hukum dalam diri masyarakat. Kesadaran hukum seharusnya tumbuh dalam diri setiap 

manusia, sadar akan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. 

Selain kesadarah hukum, perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pekerja tukang gigi di Kabupaten Batang 

yang tidak memiliki izin resmi hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan akan peraturan 

yang ada serta belum adanya sosialisasi oleh pihak terkait dengan pekerjaan tukang 

gigi. Selain itu, masih banyak pekerja tukang gigi yang bergerak secara mandiri serta 

mendapatkan keahlian secara otodidak dan turun-temurun. 

e. Faktor Kebudayaan, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi 

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak terkait apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang 

dianggap buruk seharusnya dihindari. 

Kelima faktor tersebut memiliki dampak negatif serta dampak positif dalam penegakan 

hukum. Sedangkan penegak hukum bersifat sentral, karena undangundang yang disusun oleh 

penegak hukum daan penerapannya dilaksanakan oleh penegak hulum yang dianggap sebagai 

golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hambatan dalam proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam penegakan hukum terhadap 

tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Kabupaten Batang terdapat 4 faktor penghambat 

diantaranya: 

a. Faktor Perundang-undangan, belum terdapat peraturan daerah yang mengatur terkait 

perizinan tukang gigi di Kabupaten Batang; 

b. Faktor Penegak Hukum, tidak adanya kesetaraan dalam kedudukan dan peranan yang 

dimiliki oleh penegak hukum di Kabupaten Batang; 

c. Faktor Sarana atau fasilitas, di Kabupaten Batang sudah terdapat Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang memadai akan tetapi banyaknya SDM tersebut tidak sejalan dengan 

peraturan yang ada, dalam artian tidak dapat berjalan apabila belum ada peraturan yang 

mengaturnya; 

d. Faktor Masyarakat, menjadi faktor terakhir yang menjadi hambatan dalam penegakan 

hukum dikarenakan sebagian besar pekerja tukang gigi di Kabupaten Batang, belum 

mengetahui terkait PERMENKES No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Hal tersebut dikarenakan belum 

adanya sosialisasi dari dinas terkait kepada pekerja tukang gigi. 

Saran 

Perlu diadakan edukasi bagi masyarakat baik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 

maupun tenaga kesehatan lainnya terkait perawatan gigi melalui jasa tukang gigi. Hal tersebut 

dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui kewenangan tukang gigi dalam 

perawatan gigi, tukang gigi hanya dapat membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh 

yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentutan persyaratan kesehatan 

dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Perawatan gigi melalui jasa tukang gigi tidak sama 

dengan perawatan gigi dengan dokter gigi yang sudah berpengalaman di bidangnya. 
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